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Ada sejumlah persoalan deforestasi yang telah berlangsung lama di Indonesia, yang 
merupakan tempat bagi beberapa bentangan hutan hujan kayu keras tropis dan lahan 
gambut terluas di dunia. Sejak tahun 1960-an, hutan mengalami eksploitasi berskala 
komersial, terutama konversi hutan primer, yang terus mengalami tekanan akibat 
pembalakan, ekstraksi kayu, dan konversi menjadi perkebunan sawit.

Namun menurut pemerintah, diketahui ada tanda-tanda kemajuan terbaru yaitu laju 
deforestasi pada tahun 2020 turun ke tingkat terendah sejak pemantauan pertama kali 
dilakukan pada tahun 19901. Kemajuan ini dapat dikaitkan dengan kebijakan seperti 
moratorium Pemerintah Indonesia untuk pembukaan hutan primer dan penerbitan 
izin untuk perkebunan sawit baru, dengan konteks yang mendasarinya antara lain 
penurunan harga minyak sawit; tahun basah yang tidak biasa yang menyebabkan 
banjir bandang dan tanah longsor di seluruh negeri, hingga menyebabkan 599.272 orang 
mengungsi di Kalimantan  pada bulan Januari 20212; dan penurunan ekonomi global 
akibat COVID-19 yang mengakibatkan berkurangnya kegiatan pembukaan hutan.

Pemerintah Indonesia telah secara terbuka menyatakan tekadnya untuk 
menyeimbangkan kelestarian lingkungan dengan kesejahteraan sosial dan 
pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pertumbuhan 
Ekonomi Hijau (Green Growth Plan) BAPPENAS. Komitmen untuk mengatasi 
deforestasi, yang dianggap sebagai salah satu tantangan lingkungan dan sosial utama 
di Indonesia, merupakan bagian penting dari upaya ini.

Pemerintah  berupaya untuk mengurangi emisi karbon dengan mengurangi konsumsi 
bahan bakar fosil yang diimpor. Sejak tahun 2006, pemerintah telah mengeluarkan 
beberapa kebijakan untuk meningkatkan konsumsi dari bahan bakar nabati, terutama 
dari bahan bakar nabati berbasis minyak sawit.

Sebagai suatu komoditas pertanian, minyak sawit berperan penting dalam 
pembangunan ekonomi Indonesia. Namun jika konsumsi energi bahan bakar fosil 
dialihkan ke biodiesel berbasis minyak sawit, maka keberlanjutan biodiesel pun 
menjadi persoalan utama. Persoalan terkait biodiesel ini tidak terlepas dari tantangan 
yang selalu meliputi sawit, yang masih menjadi salah satu faktor pendorong adanya 
deforestasi di Indonesia3.

Keberlanjutan biodiesel hanya akan berhasil dengan arah kebijakan yang koheren 
untuk mendukung target energi di Indonesia. Laporan ini menguraikan potensi konflik 
kebijakan dan membuat rekomendasi tentang cara terbaik untuk mencegahnya. 
Laporan ini juga memberikan penilaian transparansi perusahaan terkait lingkungan 
dari produksi bahan bakar nabati untuk konsumsi internal di Indonesia yang 
merupakan salah satu dari beberapa langkah relevan yang diperlukan untuk 
memastikan agar produksi bahan bakar nabati bebas deforestasi.

PENDAHULUAN
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KEBIJAKAN BAHAN BAKAR NABATI 
(BIOFUEL) DI INDONESIA

Bahan bakar nabati (biofuel) di Indonesia: latar 
belakang dan konteks

Permintaan akan bahan bakar di Indonesia terus meningkat 
dengan pesat. Konsumsi minyak dalam sektor transportasi 
meningkat dari 10.711 kiloton setara minyak (ktoe) pada 
tahun 1990 menjadi 51.490 ktoe pada 20184. Konsumsi 
produk minyak dalam sektor transportasi (gas/diesel dan 
bensin) telah meningkat dengan konstan dalam beberapa 
dekade terakhir, sementara konsumsi produk minyak lainnya 
tetap stabil atau berkurang. Peningkatan konsumsi minyak 
di Indonesia didorong oleh permintaan akan bahan bakar 
otomotif. Walaupun merupakan bagian dari Organisasi 
Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC), Indonesia 
turut menjadi pengimpor neto minyak pada tahun 2000-an5, 
yang menunjukkan beban anggaran negara yang semakin 
meningkat.  Untuk mengurangi pengeluaran tersebut maupun 
peningkatan ketergantungan terhadap bahan bakar impor 
dalam konteks permintaan yang meningkat, sejak tahun 2006 
Indonesia telah beralih ke bahan bakar nabati yang berasal dari 
minyak sawit. Dengan hasil panen yang lebih besar dibanding 
sumber minyak nabati lainnya, sawit pun menjadi tanaman 
yang ideal untuk bahan bakar nabati dari sudut pandang 
produksi. Sawit lebih murah daripada minyak nabati lainnya 
yang digunakan dalam produksi biodiesel, merupakan tanaman 
tahunan dengan siklus hidup 25 tahun yang produktif dalam 
jangka waktu yang signifikan6, dan terlebih lagi merupakan 
tanaman yang dibudidayakan secara luas di Asia Tenggara.

Proporsi minyak sawit yang dikonsumsi dalam negeri untuk 
produksi bahan bakar nabati di Indonesia telah meningkat 
karena adanya dorongan kebijakan untuk mengurangi 
ketergantungan negara terhadap bahan bakar fosil dan 

Gambar  1: 10 produsen buah sawit terbesar di dunia, 20198

menyerap pasokan minyak sawit yang berlebih. Program 
mandatori biodiesel 100% minyak sawit pada tahun 2026 
akan menghilangkan kebutuhan akan bahan bakar fosil 
sepenuhnya.

Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di 
dunia yang menghasilkan lebih banyak buah sawit dibanding 
sembilan negara lainnya dalam daftar 10 negara terbesar 
(lihat Gambar 1). Sebanyak 69% produksi minyak sawit dari 
Indonesia diekspor, terutama ke India7.
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Minyak sawit di Indonesia sebagian besar diproduksi di 
lahan pribadi. Perkebunan yang dimiliki produsen besar 
memproduksi 53% (8,68 juta ha) dari total minyak sawit di 
negara ini, sedangkan produksi minyak sawit oleh pekebun 
yaitu sebesar 40% (6,72 juta ha)9. Perkebunan pemerintah 
hanya berkontribusi terhadap sebagian kecil produksi sawit. 
Total area yang digunakan untuk produksi sawit di negara ini 
telah bertambah dari 4 juta ha pada tahun 2000 menjadi 14 
juta ha pada tahun 201910.

Beberapa studi yang ada mengaitkan ekspansi sawit sebagai 
faktor pendorong deforestasi di Indonesia. Penelitian 
terbaru menyatakan bahwa, pada tahun 2001 hingga 2016, 
perkebunan sawit mungkin telah mengakibatkan 23% dari 

total deforestasi di seluruh negeri11. Oleh karena itu, keputusan 
Indonesia untuk meningkatkan produksi bahan bakar nabati 
dapat mengakibatkan permintaan yang lebih tinggi akan 
minyak sawit, yang berakibat pada meningkatknya tekanan 
pada hutan-hutan yang ada. Hilangnya hutan lebih lanjut 
dapat mengancam keanekaragaman hayati yang kaya di 
lanskap yang rentan ini, dapat meningkatkan emisi Gas Rumah 
Kaca (GRK), mengalihkan sawit dari rantai makanan, dan 
menyebabkan fenomena perubahan iklim yang ekstrem pada 
masyarakat yang tinggal di lahan yang telah dikonversi. Bagian 
ini akan turut menyajikan penyusunan peraturan yang paling 
relevan dalam sektor bahan bakar nabati di negara ini dan 
menjajaki bagaimana peraturan tersebut dapat memengaruhi 
perusahaan produsen bahan bakar nabati.
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Penyusunan peraturan bahan bakar nabati (biofuel) 
di Indonesia

Penyusunan peraturan bahan bakar nabati di Indonesia dimulai 
pada tahun 2006 saat pemerintah mengeluarkan Kebijakan 
Energi Nasional12, yang menetapkan bahwa bahan bakar nabati 
harus terdiri dari sekurangnya 5% bauran energi nasional 
pada tahun 2025. Indonesia kemudian menyusun peraturan 
energinya melalui undang-undang13 yang bertujuan untuk 
mengurangi ketergantungan negara terhadap minyak hasil 
pemurnian yang diimpor, sekaligus meningkatkan pemanfaatan 
sumber energi lainnya, termasuk bahan bakar nabati14.

Tabel 1: Peraturan utama terkait bahan bakar nabati di Indonesia

Tahun Dokumen Isi Utama

2006 Instruksi Presiden No.1 Meningkatkan pasokan dan konsumsi bahan bakar nabati dengan 
tujuan mengganti bahan bakar fosil

2006 Peraturan Presiden No.5 Bahan bakar nabati harus mengandung setidaknya 5% bauran energi 
nasional pada tahun 2025

2007 UU No.30 Tahun 2007 Tercapainya kemandirian energi di Indonesia, meningkatkan 
penggunaan sumber energi lainnya, termasuk bahan bakar nabati

2008 Peraturan Menteri ESDM No.32
Penggunaan wajib bahan bakar nabati dalam sektor transportasi, 
industri, komersial, dan pembangkit listrik, dengan target progresif 
untuk pencampuran bahan bakar nabati

2015 Peraturan Menteri ESDM No.12
Menetapkan kewajiban/mandatori industri sektor tertentu untuk 
menggunakan biodiesel dan bioetanol sebagai campuran bahan bakar, 
merevisi peraturan No.32

2015 Peraturan Menteri Pertanian No.11 Mengecualikan perkebunan sawit yang memasok minyak sawit untuk 
produksi bahan bakar nabati dari kewajiban untuk mematuhi ISPO

2017
Peraturan Presiden No.22 – 
Rencana Umum Energi Nasional 
(RUEN)

Menetapkan rencana strategis nasional untuk perencanaan dan 
koordinasi energi lintas sektor

2018 Peraturan Menteri ESDM No.41
Mewajibkan semua Entitas Bisnis Bahan Bakar untuk mencampur 
biodiesel dengan bahan bakar diesel berdasarkan persentase 
minimum yang diatur oleh undang-undang

2020 Peraturan Presiden No.44 Memperbarui panduan untuk ISPO

Target pencampuran

Untuk memasukkan bahan bakar nabati ke dalam bahan bakar transportasi, umumnya bahan bakar nabati dicampurkan 
dengan bahan bakar fosil dalam berbagai konsentrasi yang berbeda. Campuran 5% bahan bakar nabati dan 95% bahan 
bakar diesel berbasis fosil biasanya disebut B5, bahan yang terdiri dari 20% bahan bakar nabati disebut B20, begitu pula 
selanjutnya. Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia memiliki target 30% bahan bakar nabati dalam bahan bakar diesel 
berbasis fosil, terkadang disebut sebagai program B30.

Pada tahun 2008, terdapat perkembangan besar dalam 
kebijakan bahan bakar nabati di Indonesia. Menteri Energi 
dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan15 penggunaan 
wajib bahan bakar nabati dalam sektor transportasi, industri, 
komersial, dan pembangkit listrik, dengan target progresif 
untuk pencampuran bahan bakar nabati selama periode 
tahun 2008–202516. Peraturan ini juga menetapkan bahwa 
“perusahaan yang melaksanakan kegiatan bisnis perdagangan 
bahan bakar nabati sebagai bahan bakar alternatif harus 
memiliki izin usaha”17 yang diberikan oleh Kementerian ESDM.



8

Target pencampuran  

Antara tahun 2013 dan 2015, target pencampuran bahan 
bakar nabati18 diamendemen selama beberapa kali19. Tabel 
2 menunjukkan bagaimana target-target ini telah berubah. 
Tanggung jawab untuk memenuhi target-target ini dibebankan 
pada perusahaan20.

Terlepas dari adanya dorongan kebijakan saat ini, Indonesia 
tidak dapat memenuhi target pencampuran bahan bakar nabati 
hingga tahun 2022. Pada tahun 2018, target ini tercatat sebesar 
12,7%, jauh di bawah target 20%23. Para peneliti mengidentifikasi 
bahwa peraturan yang ada tidak ditegakkan secara efektif 
dan peraturan “tidak diakui sebagai mandat yang mengikat, 
terutama bagi pemasok bahan bakar yang tidak menerima dana 
subsidi.”24 Dalam upaya mempercepat pencapaian mandat B20, 
pada tahun 2018 Menteri ESDM mewajibkan25 pencampuran 
dengan persentase minimum yang diatur oleh undang-undang 
di semua sektor. Peraturan ini menyatakan bahwa mandat B20 
berlaku untuk perusahaan pengolah bahan bakar diesel dan 
perusahaan yang memperdagangkan/mengimpor bahan bakar 
diesel subsidi maupun nonsubsidi. Ketidakpatuhan terhadap 
peraturan ini dapat mengakibatkan denda hingga pencabutan 
izin perusahaan untuk pengolahan dan/atau perdagangan 
bahan bakar diesel26.

Pada tahun 2020, target pencampuran yang dikehendaki 
berdasarkan peraturan Menteri ESDM No.12 Tahun 201527 
telah dicapai, dengan pencampuran biodiesel B30 yang mulai 
diterapkan secara nasional. Walaupun konsumsi biodiesel 

diprediksi menurun hingga sekitar 13% dari alokasi produksi 
tahun 2020 karena perlambatan ekonomi akibat pandemi 
COVID-19, pemerintah Indonesia tetap berupaya melanjutkan 
program B30 dan menargetkan peluncuran program B40 pada 
tahun 202228. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga 
sedang dalam tahap uji coba untuk mengembangkan D100 
(bahan bakar hijau 100% berbasis tanaman) dan diharapkan 
dapat mulai diproduksi pada tahun 2023. Program ini 
diperkirakan akan mengonsumsi sebanyak 30 juta ton Minyak 
Sawit Mentah (CPO) setiap tahunnya29.

Subsidi bahan bakar nabati

Rendahnya harga minyak global mengharuskan pemerintah 
memberikan subsidi untuk mendukung target pencampuran, 
karena harga biodiesel lebih tinggi daripada harga bahan 
bakar diesel30. Subsidi ini diberikan melalui Badan Pengelola 
Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang memberikan 
subsidi kepada produsen bahan bakar nabati31. Jumlah yang 
dibayarkan adalah selisih harga antara bahan bakar diesel 
berbasis fosil dan bahan bakar nabati32. Namun demikian 
tidak semua produsen dapat menerima subsidi. Pemerintah 
memilih produsen yang memenuhi persyaratan produksi dan 
mengalokasikan jumlah yang akan diproduksi oleh produsen33. 
Lampiran pada akhir laporan ini menunjukkan alokasi dari 
tahun 2019 hingga 2021.

Subsidi ini dibiayai oleh tarif ekspor minyak sawit, tetapi 
penurunan harga komoditas ini tahun lalu akibat COVID-19 
menyebabkan kesulitan finansial hingga sekitar 195 juta Dolar 
AS yang kemudian perlu diambil dari anggaran negara. Subsidi 
biodiesel ditetapkan sebagai bagian dari rencana pemulihan 
COVID-19 oleh pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati memperkirakan bahwa diperlukan total anggaran 
sebesar 250 juta Dolar AS agar program biodiesel dapat terus 
berjalan34,35.

Tabel 2: Target pencampuran bahan bakar nabati (biofuel) di 
Indonesia untuk sebagian besar sektor21 

Tahun

2009 2010 2014 2015 2016 2020 202222 

Target 
persentase 

pencampuran
1% 2.5% 10% 15% 20% 30% 40%
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Tabel 3: Kapasitas dan penggunaan biodiesel di Indonesia - 2009-201836

Sertifikasi sawit

Ada skema sertifikasi keberlanjutan untuk produksi sawit 
yang diterapkan di Indonesia, misalnya Roundtable on 
Sustainable Palm Oil (RSPO) standar global berbasis sukarela 
yang diberlakukan melalui tata kelola multipemangku 
kepentingan, dan untuk konteks spesifik Indonesia,  ISPO 
bersifat wajib. Namun tidak ada peraturan khusus terkait 
kriteria keberlanjutan untuk biodiesel yang dikonsumsi dalam 
negeri37. Sebaliknya, antara tahun 2015 dan 2020, Kementerian 
Pertanian secara khusus mengecualikan perkebunan sawit 
yang memasok minyak sawit untuk produksi bahan bakar 
nabati dari kewajiban mematuhi ISPO38. Demi perkembangan 
yang positif, aturan pelaksanaan ISPO diubah pada tahun 
2020 dengan mewajibkan kembali sebagian besar perkebunan 
sawit di Indonesia, termasuk yang memproduksi bahan bakar 
nabati, agar mematuhi ISPO.

Dorongan peraturan untuk meningkatkan produksi 
bahan bakar nabati

Tahap ini dilakukan agar ada peningkatan produksi bahan 
bakar nabati, jadi bagaimana kebijakan yang berlaku saat ini 
dapat memfasilitasi ekspansi yang telah diantisipasi?

{ Perusahaan menerima insentif keuangan untuk 
meningkatkan produksi bahan bakar nabatinya.

{ Pendapatan perusahaan dilindungi oleh subsidi bahan 
bakar nabati.

{ Pada tingkat perkebunan, perusahaan produsen bahan 
bakar nabati tidak menanggung biaya ISPO untuk 
verifikasi kepatuhan pada tahun 2015 hingga 2020.

Oleh karena itu, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3, 
faktor-faktor ini berkontribusi terhadap peningkatan jumlah 
penyulingan bahan nabati (biorefinery), kapasitas selanjutnya 
untuk memproduksi bahan bakar nabati, serta penggunaan 
bahan bakar nabati dengan pasokan yang lebih tinggi.

Tahun

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Target persentase 
pencampuran 1% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 10% 15% 20% 20% 20%

Tingkat pencampuran 0.39% 0.66% 1.10% 1.81% 2.93% 5.42% 2.61% 10.78% 8.85% 12.7%

Penggunaan biodiesel di 
jalan (Juta liter) 95 178 287 535 838 1,476 665 2,621 2,272 3,650

Jumlah biorefinery 20 22 22 22 26 26 27 30 32 31

Total kapasitas industri 
biodiesel (Juta liter) 3,128 3,921 3,921 4,881 5,670 5,670 6,887 10,898 11,547 11,357
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Menjamin perlindungan lingkungan

Peningkatan dalam produksi dan kapasitas cenderung 
menimbulkan ancaman besar terhadap hutan di Indonesia 
jika tidak dikelola dan dipantau dengan seksama. Walaupun 
margin kesalahannya kecil, peraturan yang bertujuan 
mendorong peningkatan dalam produksi minyak sawit harus 
menjamin perlindungan yang signifikan terhadap lingkungan. 
Laporan terbaru dari Coaction Indonesia menunjukkan bahwa 
“dengan meninjau proyeksi permintaan akan biodiesel,” dapat 
disimpulkan bahwa permintaan akan CPO dalam negeri 
akan terus meningkat. Peningkatan ini juga secara langsung 
sebanding dengan kebutuhan lahan, terutama karena rata-rata 
produktivitas per hektar saat ini masih rendah39”. 

Kurangnya sertifikasi yang bersifat wajib, pengadaan subsidi, 
dan desakan peraturan yang agresif untuk lebih memperbanyak 
produksi sawit (mis. denda untuk ketidakpatuhan terhadap 
aturan B20) menciptakan kondisi yang membuat produsen 
tetap menjalankan sistem produksi ‘bisnis seperti biasa’, bukan 
berinvestasi untuk inovasi produksi yang lebih berkelanjutan, 
misalnya meningkatkan produktivitas lahan. Oleh karena itu, 
peraturan terkait bahan bakar nabati di Indonesia, sebagaimana 
yang berlaku, dapat mengakibatkan adanya peningkatan 
tekanan terhadap hutan di Indonesia.

Meskipun kebijakan terkait bahan bakar nabati menunjukkan 
iktikad baik untuk mengurangi dampak lingkungan akibat 
peningkatan produksi yang ada, kebijakan ini kurang 
menguraikan implementasinya. Rencana Indonesia tahun 2006 
terkait bahan bakar nabati mengusulkan adanya perluasan 
perkebunan sawit ke lahan hutan yang tidak produktif ataupun 
rusak40. Peningkatan produksi yang diharapkan memerlukan 
lebih dari 10 juta hektar lahan, sebagaimana diidentifikasi 
dalam laporan oleh Tim Nasional Bahan Bakar Nabati (Timnas 
BBN). Namun demikian, laporan ini “hanya mengidentifikasi 
0,3 juta hektar lahan terdegradasi yang sesuai untuk produksi 
bahan bakar nabati, sehingga diketahui ada kesenjangan besar 
antara jumlah bahan bakar nabati yang dapat diproduksi tanpa 
menyebabkan kerusakan lingkungan dan apa yang diperlukan 
berdasarkan rencana Timnas BBN41".

Selain itu, kebijakan bahan bakar nabati juga sering kali 
bertentangan dengan tujuan terkait lingkungan yang telah 
ditetapkan Pemerintah Indonesia. Bagian selanjutnya akan 
menganalisis kontradiksi antara risiko lingkungan yang dapat 
ditimbulkan oleh kerangka peraturan yang mendorong ekspansi 
bahan bakar nabati dan target yang ditetapkan oleh pemerintah 
untuk mengurangi deforestasi dan emisi.
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PERBEDAAN ANTARA PERATURAN BIODIESEL 
DAN PERATURAN LINGKUNGAN DI INDONESIA

Moratorium perkebunan sawit baru

Instruksi Presiden No.8 Tahun 2018 menetapkan moratorium 
izin perkebunan sawit baru selama 3 tahun, serta memberikan 
kewenangan kepada pemerintah untuk meninjau izin yang ada 
dan mencabutnya jika kawasan tersebut belum dibuka44. Hal 
ini bertujuan untuk mendorong tata kelola sawit yang lebih 
baik, mengurangi emisi GRK, dan meningkatkan produktivitas 
sawit. Namun efektivitas moratorium tersebut patut 
dipertanyakan karena data yang diperoleh dari Kementerian 
Pertanian menunjukkan bahawa kawasan perkebunan 
meningkat dari 14 juta hektar pada tahun 2018 menjadi lebih 
dari 16 juta hektar di bulan Januari 202045.

Produksi biodiesel menunjukkan tren yang terus meningkat di negara ini, yakni 
hampir dua kali lipat dari jumlah produksi pada 10 tahun terakhir42. Berdasarkan 
perkembangan ini, pemerintah Indonesia memprioritaskan pengembangan biodiesel 
dan menetapkan target untuk meningkatkan produksi, dengan 15 juta kilo Liter 
(mkL) biodiesel yang akan diproduksi pada tahun 2030 dan 54,2 mkL biodiesel 
pada tahun 2050. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, pemerintah akan 
mengalokasikan 4 juta ha area untuk mendukung produksi biodiesel pada tahun 
202543. Sejalan dengan tekad pemerintah untuk meningkatkan pengembangan 
program biodiesel, serangkaian komitmen dan target serta peraturan untuk 
membatasi deforestasi telah ditetapkan oleh pemerintah. 

Produktivitas sawit (Program Peremajaan 
Perkebunan Sawit)

Produktivitas perkebunan yang meningkat dianggap sebagai 
salah satu langkah alternatif untuk memproduksi lebih banyak 
minyak sawit tanpa memperbanyak area yang ditanami. 
Produktivitas sawit telah lama menjadi isu di Indonesia. Selain 
itu, ada kesenjangan dalam produksi antara perusahaan 
swasta dan petani. Rendahnya intensifikasi, banyaknya praktik 
pertanian yang tidak berkelanjutan, dan sedikitnya dukungan 
pemerintah bagi petani46 menyebabkan produksi petani 
rata-rata adalah 2-3 ton/ha/tahun, sementara perusahaan 
swasta mencapai 4 ton/ha/tahun47. 

Untuk mengatasi rendahnya produksi sawit, pemerintah 
meluncurkan program Peremajaan Sawit Rakyat – PSR48 
pada tahun 2017. Di tahun 2020, hanya 11%49 dari total target 
program ini yang tercapai. Diketahui adanya persoalan terkait 
kurangnya target dan panduan yang jelas tentang bagaimana 
cara meningkatkan produktivitas petani50. Pemerintah juga 
mempertimbangkan untuk menghentikan program pencampuran, 
yaitu maksimum pada 50% pencampuran jika tidak ada 
peningkatan lebih lanjut dalam produksi hasil panen sawi51.

Tanpa adanya peningkatan produktivitas sawit yang signifikan, 
target pencampuran biodiesel saat ini dapat berpotensi 
menambah 4,5 juta hektar hilangnya hutan52. Jumlah hutan 
yang hilang ini dapat semakin meningkat, seiring dengan 
peningkatan produksi bahan bakar nabati yang ditujukan 
untuk membatasi konsumsi harian negara saat ini terhadap 
1 juta barel bensin, sebagaimana dinyatakan oleh Menteri 
ESDM pada bulan Desember 2020. Peningkatan produksi ini 
diperkirakan membutuhkan tambahan 9 hingga 15 juta ha 
perkebunan sawit baru53. 
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Omnibus law

Pada tahun 2020, DPR mengesahkan Undang-Undang Cipta 
Kerja (Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja, yang disebut juga sebagai ‘Omnibus Law’). Omnibus 
Law mengamendemen beberapa sektor, termasuk sektor 
lingkungan hidup dan kehutanan, sehingga pemerintah 
dapat mengesahkan investasi agribisnis di kawasan hutan 
dan lahan gambut yang telah ditetapkan yang sebelumnya 
dilindungi oleh moratorium deforestasi. Selain itu, Rancangan 
Undang-Undang ini menghapus persyaratan hukum untuk 
mempertahankan minimum 30% tutupan hutan primer di 
lahan provinsi dan mengesampingkan tanggung jawab hukum 
bagi perusahaan yang mengalami kebakaran pada area 
konsesinya54.

Walaupun dapat meningkatkan ketertarikan untuk berinvestasi 
di Indonesia karena lebih mudahnya modal mengalir55, 
Omnibus Law dapat pula meningkatkan risiko terjadinya 
deforestasi dan risiko terhadap hak adat untuk memanfaatkan 
lahan. Sektor-sektor seperti sawit telah melakukan upaya 
progresif untuk mengurangi kerusakan hutan melalui kebijakan 
Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, Tanpa Eksploitasi (NDPE), 
yang signifikansinya mungkin berkurang akibat Omnibus 
Law. Meskipun ada dorongan yang terus meningkat bagi 
lembaga keuangan untuk mengurangi kontribusinya terhadap 
deforestasi, pandangan politiknya juga perlu konsisten 
agar pertumbuhan ekonomi dan praktik berkelanjutan bagi 
perkebunan tetap berjalan. 

Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional 
(Nationally Determined Contribution/NDC)

Selain kebijakan-kebijakan tersebut, Indonesia memiliki target 
lingkungan lainnya yang menyeluruh, yang dapat dipengaruhi 
oleh potensi peningkatan produksi sawit. Salah satu kebijakan 
yang paling relevan adalah NDC Indonesia yang, berkomitmen 
untuk mengurangi emisi GRK di Indonesia sebanyak 29% 
dengan upayanya sendiri, dan hingga 41% dengan dukungan 
internasional56.

Mengingat bahwa sektor yang paling berkontribusi terhadap 
emisi di Indonesia adalah Penggunaan Lahan, Perubahan 
Penggunaan Lahan, dan Kehutanan (Land Use, Land Use Change 
and Forestry/LUCF), bagian penting dari komitmen pengurangan 
harus berasal sektor tersebut. Tindakan untuk mengurangi 
deforestasi dan degradasi hutan merupakan bagian yang saling 
berkaitan dengan NDC, meskipun tidak ada tindakan spesifik 
terkait sawit yang disebutkan dalam NDC untuk sektor LUCF.

Energi Terbarukan

Cara lain yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi emisi 
adalah meningkatkan pengembangan energi terbarukan. Sektor 
Energi telah ditargetkan untuk mengurangi 314-398 Mt CO2e 
dari emisi bisnis seperti biasa (BaU) (1.669 Mt CO2e) pada 
tahun 203057, dengan 54%-nya (170,42 Mt CO2e) yang dicapai 
melalui kontribusi dari energi terbarukan58. Rencana ini sejalan 
dengan tujuan pemerintah Indonesia untuk memiliki energi 
terbarukan yang mencakup 31% dari bauran energi primer 
negara pada tahun 2050 (23% pada tahun 2025), sebagaimana 
diatur dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN)59. Pada tahun 
2017, untuk mendukung pelaksanaan KEN, pemerintah telah 
menerbitkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)60.

REDD+

Indonesia telah terlibat dalam Pengurangan Emisi dari 
Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) sejak tahap awal. 
REDD+ telah menghasilkan banyak pencapaian, terutama 
mengenai pemahaman yang lebih baik akan penyebab 
utama deforestasi. Akan tetapi perkembangan REDD+ lebih 
lambat daripada yang diharapkan, terutama di antaranya 
karena kerentanan terhadap pergantian politik di setiap siklus 
pemilihan, fokus pada hal-hal teknis daripada langsung 
menangani faktor pendorong deforestasi, dan berbagai tingkat 
kemajuan di tingkat subnasional61.
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Kebijakan yang tidak koheren merupakan sebuah 
risiko

Kebijakan yang dijelaskan di atas mewakili komitmen 
penting dan positif untuk mengurangi deforestasi dan emisi 
GRK di Indonesia. Namun kebijakan yang diterapkan untuk 
memperluas produksi bahan bakar nabati, yang dijelaskan di 
Bagian 1, berisiko bertentangan dengan upaya keberlanjutan 
Indonesia. Perluasan perkebunan sawit yang dilakukan demi 
menyediakan bahan mentah yang diperlukan untuk produksi 
biodiesel di Indonesia kemungkinan besar akan meningkatkan 
tekanan pada hutan, sehingga kontraproduktif terhadap tujuan 
keberlanjutan Indonesia.

Status ‘bahan bakar hijau’ yang disandang biodiesel dapat 
dikatakan tidak akurat dan menyesatkan jika sumbernya tidak 
bebas deforestasi. Produksi bahan bakar diesel berbasis 
tanaman awalnya dilakukan sebagai langkah alternatif untuk 

meningkatkan ketahanan bahan bakar, sebagai bagian dari 
strategi energi terbarukan di Indonesia, dan sebagai kontribusi 
lain untuk mengurangi emisi karbon dan mendukung komitmen 
Perjanjian Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(Sustainable Development Goals/SDGs). 

Agar produksi bahan bakar nabati dapat berkelanjutan dan 
dikategorikan sebagai sumber energi terbarukan, produksi 
bahan bakar nabati membutuhkan kebijakan yang koheren di 
antara sektor-sektor pemerintah dan perlindungan hutan yang 
ketat dalam rantai pasok bahan mentah. Salah satu tindakan 
untuk mencapai rantai pasok biodiesel bebas deforestasi 
adalah dengan melakukan transparansi terkait berbagai aspek 
lingkungan dalam produksi biodiesel. 



14

Nama Pemasok Perusahaan 
Induk

Kantor Pusat 
(Perusahaan Induk)

Skor Sawit CDP 
2019 (Perusahaan 

Induk)

Skor Sawit CDP 
2020 (Perusahaan 

Induk)

SPOTT 11/2020 
(Perusahaan 

Induk, E score)

Anggota RSPO 
(Perusahaan Induk)

Smart Tbk Golden-Agri 
Resources Singapura A- A- 81.2% Yes

Sinar Mas Bio Energy
Musim Mas

Musim Mas Singapura B B 85.7% YesIntibenua Perkasatama
Sukajadi Sawit Mekar
Wilmar Bioenergi Indonesia

Wilmar 
International Singapura B- A- 88.9% Yes

Wilmar Nabati Indonesia
Multi Nabati Sulawesi
Energi Unggul Persada
Cemerlang Energi Perkasa

Apical62 Singapura TIDAK ADA B 82.5% Yes63

Kutai Refinery Nusantara
Batara Elok Semesta Terpadu BEST Group Indonesia F F 1.8% No
Darmex Biofuels

Darmex Agro Indonesia F F 1.3% NoBayas Biofuels
Dabi Biofuels
Pelita Agung Agrindustri Permata Hijau 

Group Indonesia F F 37.2% Yes
Permata Hijau Palm Oleo

Tunas Baru Lampung PT Tunas Baru 
Lampung Indonesia F F 14.2% Yes 

LDC Indonesia Louis Dreyfus 
Company Netherlands F F 62% Yes

Ciliandra Perkasa First 
Resources Singapura F F 64.08% Yes

TRANSPARANSI PERUSAHAAN PRODUSEN 
BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) DI INDONESIA 
DAN DAMPAKNYA TERHADAP HUTAN

{	memungkinkan para pelanggan dan pemangku 
kepentingan menilai progres terkait komitmen perusahaan 
terhadap deforestasi 

{ memfasilitasi penilaian risiko dan identifikasi peluang oleh 
investor dan perusahaan yang membeli 

{ meningkatkan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan 

{ memperkuat akuntabilitas 

{ meningkatkan dialog antara entitas swasta dan publik 
serta melindungi petani 

Penilaian ini tidaklah menyeluruh. Penilaian ini menilai sejumlah 
perusahaan yang ditunjukkan dalam Tabel 4, yang bertugas 
memasok biodiesel pada program B20/B30 di tahun 2019 
dan 2020. Alokasi yang sebagaimana mestinya bagi setiap 
produsen dicantumkan dalam Lampiran.

Bagian ini menyajikan penilaian terhadap produsen-produsen bahan bakar nabati di 
Indonesia dalam hal transparansinya terkait lingkungan. Berbagai upaya diperlukan 
untuk memastikan agar perusahaan menerapkan perilaku yang lebih bertanggung 
jawab terhadap lingkungan. Salah satu upayanya yaitu peningkatan transparansi. 
Transparansi ini dapat meningkatkan keberlanjutan dengan beberapa cara:

Tabel 4: Pemasok program B20/B30

Sebagian besar perusahaan yang memasok biodiesel 
dalam program B20/B30 merupakan anak perusahaan dari 
perusahaan besar; 20 perusahaan pemasok yang ada mewakili 
10 perusahaan besar, 5 di antaranya tercantum sebagai 
pedagang/pengolah terbesar di dunia dalam analisis situasi 
terkini yang ditugaskan oleh CDP64. Konsentrasi perusahaan ini 
kemungkinan besar disebabkan oleh kebutuhan akan modal 
yang besar untuk kepemilikan penyulingan65. Dari berbagai 
perusahaan yang tercantum dalam tabel 4, hanya empat 
perusahaan yang mendapatkan nilai A atau B (baik) dalam 
pengungkapannya kepada CDP. Perusahaan-perusahaan ini 
juga menunjukkan skor SPOTT yang lebih tinggi daripada 
perusahaan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa di saat 
perusahaan tertentu memiliki kinerja yang baik, terdapat 
pula peluang yang signifikan untuk meningkatkan pelaporan 
informasi standar oleh sektor tersebut untuk mendukung 
minyak sawit yang dapat ditelusuri dan berkelanjutan.
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Pengungkapan CDP

Analisis ini berfokus pada perusahaan induk karena tidak 
ada anak perusahaan yang diminta untuk melakukan 
pengungkapan kepada CDP66. Golden-Agri Resources, 
Musim Mas, dan Wilmar International menerima skor yang 
baik atas pengungkapan Minyak Sawitnya (dari B- hingga A) 
di tahun 2019 dan 2020, dengan peningkatan pada Wilmar 
International dari B- hingga A- di tahun 2020. Enam dari 
sepuluh perusahaan induk, termasuk empat kantor pusat di 
Indonesia, menerima skor F pada kedua tahun tersebut yang 
menunjukkan bahwa tidak ada pengungkapan yang dilakukan 
kepada CDP.

Golden Agri-Resources, yang menerima skor A-, melaporkan 
bahwa ada dua pembangkit listrik tenaga biodiesel yang telah 
memperoleh sertifikat ISCC (International Sustainability and 
Carbon Certification/Sertifikasi Keberlanjutan dan Karbon 
Internasional), dan semua biomassa yang diperuntukkan 
bagi bahan bakar nabati dengan tujuan misalnya Eropa telah 
bersertifikat ISCC. Namun Golden Agri-Resources tidak 
memberikan informasi tentang bahan bakar nabati yang 
ditujukan untuk dikonsumsi di Indonesia. Apical, Wilmar 
International, dan Musim Mas melaporkan bahwa bahan bakar 
nabati merupakan bagian dari kegiatan bisnisnya, tetapi ketiga 
perusahaan ini juga tidak memberikan informasi tambahan 
tentang konsumsi di Indonesia.

Sustainability Policy Transparency Toolkit (SPOTT)

Penilaian penting lainnya terhadap transparansi lingkungan 
di sektor Sawit dilakukan oleh SPOTT67. SPOTT menilai 
“produsen, pengolah, dan pedagang sawit saat melakukan 
pengungkapan publik terkait kebijakan, operasi, dan komitmen 
mereka untuk melaksanakan praktik Lingkungan, Sosial, 
dan Tata Kelola (LST) terbaik68". Skor yang ditunjukkan 
pada Tabel 4 adalah skor lingkungan perusahaan. SPOTT 
mendefinisikan informasi transparan sebagai “informasi 
yang disampaikan oleh perusahaan melalui materi yang 
disediakan untuk umum yang dapat diakses secara bebas 
dan mudah oleh semua pemangku kepentingan69". Penilaian 
SPOTT tidak selalu berarti bahwa perusahaan secara efektif 
melaksanakan komitmennya di lapangan, tetapi menandakan 
bahwa perusahaan transparan dalam pelaporan LST-nya. Skor 
SPOTT menunjukkan keragaman yang tinggi antarperusahaan, 
dengan beberapa di antaranya seperti Musim Mas yang 
memperoleh skor yang sangat tinggi (karena memiliki, di 
antara beberapa indikator keberlanjutan lainnya, komitmen 
terjadwal untuk mencapai 100% ketertelusuran hingga ke 
tingkat pabrik sawit), dan perusahaan lainnya seperti BEST 
Group dan Darmex yang menunjukkan kinerja yang buruk.

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

Di antara beberapa persyaratan lainnya, keikutsertaan dalam 
skema sertifikasi RSPO merupakan indikasi lain dari kesediaan 
perusahaan untuk meningkatkan transparansi. Melalui 
sertifikasi yang ketat dan penetapan standar global melalui 
keterlibatan multipemangku kepentingan, RSPO bertujuan 
untuk memastikan kredibilitas klaim keberlanjutan minyak 
sawit70. Sebagian besar pemasok bahan bakar nabati yang 
ditinjau dalam laporan ini adalah anggota RSPO, kecuali Darmex 
Agro yang keanggotaannya diakhiri pada tahun 2013 oleh 
keputusan Panel Pengaduan RSPO karena anak perusahaan 
perkebunannya, PT Duta Palma Nusantara, melakukan 
penanaman di lahan gambut, membuka hutan tanpa Penilaian 
Nilai Konservasi Tinggi (NKT), dan menggunakan api untuk 
membuka lahan71. Laporan Tahunan Kemajuan RSPO (Annual 
Communication of Progress/ACOP) adalah laporan wajib yang 
dikeluarkan oleh anggota untuk menunjukkan kemajuannya 
menuju 100% minyak sawit lestari72. Namun tidak ada laporan 
ACOP RSPO tahun 2019 yang terbaru dan tersedia untuk umum 
dari perusahaan-perusahaan tersebut, yang menampilkan 
informasi spesifik terkait bahan bakar nabati.
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Indonesia memiliki cara untuk memastikan agar program bahan bakar nabatinya 
sesuai dengan sifatnya yang ramah lingkungan. Biodiesel yang berkelanjutan 
merupakan inti dari pembangunan berkelanjutan di Indonesia, sehingga dibutuhkan 
adanya pertimbangan kebijakan yang cermat atas berbagai masalah ekonomi, sosial, 
dan lingkungan. Kebijakan pemerintah dapat meningkatkan perlindungan lingkungan 
untuk produksi minyak sawit dengan berfokus pada hasil panen (bukan perluasan), 
produktivitas petani, dan pengintegrasian standar keberlanjutan sebagai persyaratan 
minimum yang harus dipenuhi dalam produksi biodiesel. Dengan meningkatkan 
dialog antara sektor publik dan swasta, kebijakan yang ada dapat membantu 
menjalankan standar keberlanjutan yang lebih baik di seluruh industri bahan 
bakar nabati sehingga hasil panen menjadi lebih tinggi, penggunaan sumber daya 
menjadi lebih efisien, dan adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan 
melaksanakan semua tindakan ini, maka upaya untuk memperluas perkebunan, 
yang menyebabkan potensi kerusakan yang tidak dapat diperbaiki terhadap 
keanekaragaman hayati dan lingkungan, dapat dikurangi.  

{ Kurangnya koherensi kebijakan menjadi ancaman bagi komitmen keberlanjutan 
pemerintah Indonesia terhadap Perjanjian Paris dan TPB. Meskipun Indonesia telah 
memberlakukan moratorium izin perkebunan sawit baru, percepatan program biodiesel 
yang dilakukan bertentangan dengan komitmen-komitmen tersebut karena adanya 
kemungkinan bahwa program ini akan membutuhkan 9-15 juta hektar perkebunan sawit 
tambahan73. Transisi energi dari bahan bakar fosil ke bahan bakar nabati merupakan 
tantangan kebijakan yang saling berkaitan dan harus sesuai dengan daya dukung hutan 
Indonesia demi memastikan adanya keberlanjutan jangka panjang.

{  Harus ada tanggal batas akhir yang disepakati dalam Indonesian Sustainable Palm Oil 
(ISPO) terkait pembukaan lahan untuk bahan mentah biodiesel. RSPO memiliki batas 
akhir untuk pembukaan kawasan NKT yaitu pada tahun 2005, sedangkan batas akhir 
the Forest Stewardship Council (FSC) adalah tahun 1994. Peraturan demikian tidak 
tercantum dalam ISPO, yang kemudian menjadi celah kebijakan yang harus ditangani 
untuk mencegah adanya konversi hutan lainnya untuk dijadikan perkebunan74. 

{ Pedoman produksi biodiesel saat ini berfokus pada target pencampuran dan tingkat 
kualitas. Integrasi aspek keberlanjutan dalam peraturan industri masih belum memadai 
dan perlu ditingkatkan. ISCC merupakan salah satu standar yang dapat menjadi acuan, 
namun penerapannya masih rendah karena hanya ditujukan untuk pasar Uni Eropa. 
Meskipun sertifikasi ISPO wajib yang merupakan standar untuk bahan mentah biodiesel 
telah diperkenalkan, pelaksanaannya perlu dipantau dengan lebih baik.

Penyelarasan kebijakan bahan bakar nabati dan hutan.

Rekomendasi Kebijakan

Meningkatkan perlindungan lingkungan untuk produksi minyak sawit.

1

2
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Penyelarasan kebijakan bahan bakar nabati dan hutan.

{ Transparansi wajib perlu diterapkan di tingkat perusahaan induk maupun anak 
perusahaannya. Terlepas dari adanya komitmen lingkungan dari perusahaan induk, 
bahkan yang memimpin  tindakan keberlanjutan sekalipun, kerumitan struktur 
perusahaan dan rantai pasok biodiesel menghambat kemampuan perusahaan untuk 
memastikan ketertelusuran perkebunan dan menjamin operasi yang bebas deforestasi. 
Melakukan pengungkapan mengenai persoalan lingkungan dapat membantu pemerintah, 
investor, dan LSM untuk memantau tindakan dan mengidentifikasi area intervensi 
kebijakan di seluruh rantai pasok bahan bakar nabati.

{	Untuk memenuhi permintaan akan biodiesel baru, pemerintah harus berfokus dalam 
mendukung peningkatan produksi hasil panen petani dengan cara memberikan target 
dan arahan yang jelas serta mendukung pelibatan petani dalam rantai pasok biodiesel.

{ Banyak perusahaan dalam rantai pasok minyak sawit yang telah melaksanakan komitmen 
dan kebijakan Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, Tanpa Eksploitasi (NDPE) terkait produk 
sawit lainnya. Perusahaan-perusahaan ini sering kali dilengkapi dengan alat yang tepat 
untuk mengatasi risiko deforestasi, tetapi belum menggunakannya untuk hal-hal yang 
berkaitan dengan bisnis sawitnya karena kurangnya tekanan peraturan. Peningkatan dialog 
dan kerja sama antara sektor publik dan swasta dapat membantu mengidentifikasi solusi 
yang saling menguntungkan dan memahami cara agar sektor swasta dapat berkontribusi 
terhadap tujuan pemerintah sekaligus memenuhi komitmennya.

Meningkatkan pengungkapan lingkungan 
perusahaan, termasuk rantai pasok biodiesel.

Meningkatkan dialog dan kerja sama antara sektor publik dan swasta.

3

4
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LAMPIRAN

2019

Perusahaan Volume

Wilmar Nabati 
Indonesia

904.431 

Wilmar Bioenergi 
Indonesia

844.949 

Musim Mas 745.504 

Cemerlang Energi 
Perkasa

449.753 

LDC Indonesia 292.927 

SMART Tbk 269.914 

Sinarmas Bio 
Energy

262.011 

Permata Hijau 
Palm Oleo

261.183 

Multi Nabati 
Sulawesi

253.427 

Intibenua 
Perkasatama

241.053 

Bayas Biofuels 229.075 
Kutai Refinery 

Nusantara
220.189 

Sukajadi Sawit 
Mekar

219.677 

Tunas Baru 
Lampung

216.875 

Dabi Biofuels 207.344 
Batara Elok 

Semesta
175.859 

Ciliandra Perkasa 171.854 
Pelita Agung 
Agrindustri

145.396 

Darmex Biofuels 85.680 

202075

Perusahaan Volume

Wilmar Nabati 
Indonesia

1.374.000

Wilmar Bioenergi 
Indonesia

1.323.000

Musim Mas 1.085.000

Bayas Biofuels 862.000

Cemerlang Energi 
Perkasa

483.000

LDC Indonesia 434.000

Permata Hijau 
Palm Oleo

417.000

Sinarmas Bio 
Energy

396.000

Multi Nabati 
Sulawesi

393.000

SMART Tbk 383.000
Intibenua 

Perkasatama
354.000

Tunas Baru 
Lampung

342.000

Kutai Refinery 
Nusantara

336.000

Sukajadi Sawit 
Mekar

322.000

Darmex Biofuels 287.000
Batara Elok 

Semesta
287.000

Ciliandra Perkasa 283.000
Pelita Agung 
Agrindustri

230.000

202176

Perusahaan Volume

Wilmar Nabati 
Indonesia

1.375.486 

Wilmar Bioenergi 
Indonesia

1.324.226 

Musim Mas 882.530 

Cemerlang Energi 
Perkasa

483.263 

Kutai Refinery 
Nusantara

398.979 

Permata Hijau 
Palm Oleo

396.793 

Multi Nabati 
Sulawesi

392.996 

LDC Indonesia 386.610 

Sinarmas Bio 
Energy

364.700 

SMART Tbk 352.782 

Bayas Biofuels 349.180 
Tunas Baru 
Lampung

342.311 

Energi Unggul 
Persada

318.953 

Intibenua 
Perkasatama

287.944 

Batara Elok 
Semesta

273.274 

Sukajadi Sawit 
Mekar

261.767 

Ciliandra Perkasa 259.882 

Pelita Agung 
Agrindustri

239.215 

218.618 

Dabi Biofuels 173.974 

Darmex Biofuels 116.517 

Alokasi perusahaan untuk program B20/B30, 2019-2020 (kiloliter/kL)
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